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Abstract Article History

Hadith is the second primary source of Islamic law after the Qur'an, but not all hadiths Received
possess equal authenticity. Weak (dhaif) hadiths remain among the most debated ' 19/3/2025
categories, particularly in their application within Islamic jurisprudence (figh). This study

aims to analyze the position, boundaries, and justification for the use of weak hadiths in

figh from the perspectives of classical and contemporary scholars. Utilizing a qualitative Revised
approach and library research method, this study investigates authoritative works in = 19/5/2025
hadith sciences, Islamic jurisprudence, and legal theory (usul al-figh). The findings reveal

that most scholars permit the limited use of weak hadiths, primarily in the context of

virtuous deeds (fadhail a‘mal), under the condition that they are not excessively weak and = Accepted
are not used to establish determinate rulings such as halal and haram. The study 25/6/2025
formulates methodological criteria for acceptable use of weak hadiths and proposes the

maqashid al-shariah framework as an ethical and practical basis for their application.

These findings aim to contribute to a more moderate, contextual, and methodologically

sound understanding of Islamic teachings.
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Abstrak

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur’an, namun tidak
semua hadis memiliki tingkat keautentikan yang sama. Hadis dhaif (lemah) menjadi salah
satu kategori yang paling diperdebatkan dalam praktik keagamaan, khususnya dalam
penetapan hukum fiqih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi, batasan, dan
justifikasi penggunaan hadis dhaif dalam fiqih berdasarkan pandangan ulama klasik dan
kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini
menelusuri berbagai karya otoritatif dalam bidang hadis, fiqih, dan ushul figh. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ulama memperbolehkan penggunaan
hadis dhaif secara terbatas, terutama dalam konteks keutamaan amal (fadhail a‘mal),
dengan syarat tidak terlalu lemah dan tidak digunakan dalam hukum yang bersifat
determinatif seperti halal dan haram. Penelitian ini juga merumuskan kriteria
pengamalan hadis dhaif yang sahih secara metodologis serta mengusulkan pendekatan
magqashid syariah sebagai kerangka etis dan aplikatif dalam penggunaannya. Temuan ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman keislaman yang lebih
moderat, kontekstual, dan berbasis validitas ilmiah.
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INTRODUCTION

Dalam dinamika kehidupan keislaman kontemporer, praktik keagamaan umat Islam
masih sangat bergantung pada dua sumber utama, yaitu Al-Qur’an dan hadis (Majid, et al.,
2023). Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi bersifat mutlak dan tidak terbantahkan
keabsahannya, sementara hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam menjadi
wilayah yang sarat dengan dialektika dan interpretasi. Dalam tradisi ilmu hadis, terdapat
klasifikasi otoritas hadis berdasarkan kekuatan sanad dan matan yang melahirkannya,
yakni hadis sahih, hasan, dan dhaif. Di antara ketiganya, hadis dhaif merupakan kategori
yang paling problematik karena mengandung kelemahan dalam aspek perawi,
kesinambungan sanad, dan keakuratan isi (matan). Menurut al-Khatib al-Baghdadi dan
Ibn Hajar al-Asqalani, kelemahan tersebut dapat berupa ketidakadilan perawi,
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ketidaktepatan hafalan, hingga adanya keterputusan sanad (Yahya, & Zainuddin, 2021;
Mahmoud, et al., 2022). Hal ini menyebabkan hadis dhaif diperdebatkan statusnya dalam
konstruksi hukum Islam, terutama dalam istinbat hukum fiqgih.

Sebagian ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Suyuthi memberikan ruang terbatas
bagi pengamalan hadis dhaif dalam konteks fadhail al-a‘mal (keutamaan amal), targhib
(motivasi), dan tarhib (peringatan), dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat dan
bukan hadis palsu (maudhu’). Imam Abu Hanifah bahkan memosisikan hadis dhaif lebih
utama digunakan dibanding qiyas selama tidak bertentangan dengan nash sahih (Adnan,
2024). Imam Ahmad bin Hanbal juga memberikan dispensasi terhadap hadis dhaif dalam
beberapa situasi hukum yang tidak memiliki landasan dari hadis sahih. Perbedaan ini
menunjukkan adanya dinamika dan fleksibilitas dalam pemahaman terhadap otoritas
hadis dhaif di kalangan ulama, yang tentu memerlukan analisis metodologis dan
kontekstual yang lebih dalam. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan
hadis dhaif dalam ceramah keagamaan, pengajaran figih, hingga fatwa-fatwa keagamaan
masih sering terjadi tanpa kesadaran epistemologis yang memadai (Whyte, 2022; Pervez,
2023). Hal ini mengindikasikan pentingnya kajian kritis untuk menakar sejauh mana
hadis dhaif dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penetapan hukum Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah berupaya membahas posisi hadis dhaif dalam
wacana figih dan penggunaannya dalam praktik keagamaan. Yaqin, (2021) dalam
artikelnya yang dimuat di Al-Qalam International Journal menyatakan bahwa penggunaan
hadis dhaif diperbolehkan secara terbatas dengan catatan pengawasan fatwa kolektif
(ijma') agar tidak disalahgunakan. Kadirov, dkk., (2021) melalui kajian mereka dalam
Journal of Islamic Studies and Thought mengungkapkan bahwa perbedaan penerimaan
hadis dhaif dalam mazhab empat menunjukkan adanya prinsip-prinsip dasar yang
berbeda dalam menentukan validitasnya. Namun, penelitian tersebut belum
menyinggung secara mendalam aspek metodologi dan implementasi kontemporernya.
Sementara itu, Muhajarah, & Soebahar, (2024) dalam jurnal Islamic Law and Society
menunjukkan bahwa banyak penceramah di Asia Tenggara menggunakan hadis dhaif
tanpa mengetahui status dan keabsahannya, sehingga menyarankan adanya rekonstruksi
epistemologis dalam pendidikan Islam agar umat tidak terjebak pada pemahaman yang
salah.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih
bersifat deskriptif-historis dan belum mengkaji secara spesifik batasan, kriteria, serta
pembenaran metodologis terhadap penggunaan hadis dhaif dalam konstruksi hukum
fiqih secara komprehensif. Belum banyak studi yang menggabungkan analisis kritik sanad
dan matan dengan pendekatan mazhab figih klasik serta relevansinya dalam konteks
praktik keagamaan masa kini. Celah ini memperlihatkan perlunya pendekatan baru yang
mampu menjembatani antara khazanah klasik dan realitas kontemporer umat Islam.

Distingsi utama dari penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi terdahulu
terletak pada pendekatannya yang bersifat integrative, antara dimensi tekstual yang
berbasis pada kritik sanad dan matan, serta dimensi kontekstual yang berorientasi pada
kebutuhan edukasi dan praksis keagamaan masa kini. Sementara studi sebelumnya hanya
menjelaskan batasan normatif atau praktik di masyarakat, penelitian ini berupaya untuk
menyusun peta metodologis yang lebih kritis dan aplikatif dalam merumuskan Kkriteria
penggunaan hadis dhaif yang sahih secara ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga
menyertakan pendekatan maqgashid syariah dan ushul figh sebagai landasan teoretis
dalam menilai relevansi dan urgensi penggunaan hadis dhaif pada isu-isu hukum yang
bersifat non-determinatif.

Penelitian mengonstruksi model pemanfaatan hadis dhaif yang tidak hanya
berdasarkan pada legalistik formal dari pendapat ulama, tetapi juga mempertimbangkan
pertimbangan metodologis ilmiah, kesadaran edukatif, dan dinamika sosial umat Islam
kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini mampu menawarkan solusi alternatif
berupa pendekatan kehati-hatian berbasis epistemologi Islam yang tetap membuka ruang
bagi pemanfaatan hadis dhaif secara bijak, namun tanpa mengorbankan prinsip
keotentikan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penggunaan hadis dhaif
dalam hukum figih melalui telaah mendalam terhadap pendapat ulama klasik dan
kontemporer serta menilai relevansinya dalam praktik keagamaan umat Islam saat ini.
Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi batasan dan kriteria yang dapat
dijadikan dasar dalam penggunaan hadis dhaif, mengevaluasi pendekatan kritik sanad
dan matan terhadap hadis-hadis yang sering dirujuk dalam figih, serta merumuskan
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rekomendasi metodologis yang dapat digunakan oleh pendidik, pendakwah, dan peneliti
[slam dalam memahami dan menerapkan hadis dhaif secara proporsional dan
bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam
memperkuat fondasi keilmuan Islam yang berbasis pada keautentikan sumber, ketepatan
metodologi, dan kesesuaian konteks sosial keagamaan.

LANDASAN TEORI
A. Konsep Hadis Dhaif dalam Ilmu Hadis

Hadis dhaif secara terminologis adalah hadis yang tidak memenubhi salah satu atau

lebih dari lima syarat hadis sahih, yaitu;

a) bersambung sanadnya (ittishal al-sanad)

b) diriwayatkan oleh perawi yang adil

c) perawi memiliki daya hafal yang kuat (dhabit)

d) tidak syadz (bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat)

e) tidak cacat (‘illah) yang tersembunyi. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi,
maka hadis tersebut masuk dalam kategori lemah (dhaif).

Menurut al-Suyuthi dalam Tadrib al-Rawi, hadis dhaif terbagi dalam berbagai
bentuk kelemahan, seperti dhaif karena keterputusan sanad (munqathi’), karena
kelemahan perawi (matruk, majhul), maupun karena cacat matan (munkar, mu’allal).

Kelemahan sanad dan matan menjadikan hadis ini tidak dapat langsung dijadikan
hujjah dalam penetapan hukum. Meski demikian, para ulama berbeda pendapat dalam
memosisikan hadis dhaif. Ibn Hajar al-Asqalani dalam Nukhbat al-Fikar menjelaskan
bahwa hadis dhaif tetap dapat dimanfaatkan dalam fadhail al-a‘mal dengan syarat
tidak terlalu lemah (la yakun dha’fuhu syadidan), memiliki dasar umum dari syariat,
dan tidak diyakini sebagai sesuatu yang sahih. Pandangan ini menjadi titik tolak untuk
memahami posisi hadis dhaif secara fungsional dan terbatas dalam wacana hukum
Islam (Rahman, 2021; Hefni, 2022; Thohari, et al., 2021).

B. Teori Validitas Hadis dalam Hukum Figih

Dalam teori hukum Islam (ushul al-figh), keabsahan suatu dalil sangat
dipengaruhi oleh kekuatan sumber dan tingkat keterpercayaan sanad (Kim, & Kim,
2021). Ulama ushul berbeda dalam memberikan nilai epistemik terhadap hadis dhaif.
Mazhab Syafi'i dan Maliki cenderung ketat dan konservatif, menolak penggunaan
hadis dhaif dalam penetapan hukum. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Hanbali
memberikan ruang tertentu, khususnya jika tidak ditemukan alternatif dari hadis
sahih atau qgiyas. Al-Juwaini dan al-Ghazali dalam al-Mustasfa menekankan pentingnya
“dzann ghalib” (dugaan kuat) dalam menjadikan sebuah dalil sebagai dasar hukum.
Dalam konteks ini, hadis dhaif bisa dipertimbangkan apabila tidak bertentangan
dengan dalil yang lebih kuat dan tidak berada dalam ranah hukum-hukum yang
bersifat determinatif (qat'i), seperti halal dan haram.

Sementara itu, teori maqashid al-syari’ah yang dikembangkan oleh al-Shatibi
memberikan pendekatan substansial dalam memahami dalil syariat. Dalam kerangka
ini, penggunaan hadis dhaif dapat dilihat dari kontribusinya terhadap perlindungan
lima tujuan utama syariat (al-daruriyyat al-khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Jika pengamalan hadis dhaif dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan
tersebut dalam ranah non-hukum seperti motivasi spiritual atau akhlak, maka
penggunaannya menjadi relevan secara syar’l (Islam, 2022; Padela, 2022; Sharma,
2023).

C. Pendekatan Kritik Sanad dan Matan

Kritik sanad dan matan merupakan dua instrumen utama dalam menentukan
validitas sebuah hadis. Kritik sanad mencakup penelusuran kesinambungan
periwayatan dan kredibilitas perawi melalui ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Menurut al-
Khatib al-Baghdadi dalam al-Kifayah fi ‘Illm al-Riwayah, sanad yang tidak bersambung
atau perawinya diperselisihkan dapat menyebabkan status hadis menjadi dhaif. Kritik
matan, di sisi lain, mengevaluasi isi hadis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-
prinsip syariat, akal sehat, dan realitas empiris. Hadis yang bertentangan dengan dalil
gath’i atau prinsip dasar Islam dianggap memiliki cacat substantif (mu’allal) (Ramzy,
etal., 2023).

Kedua pendekatan ini menjadi penting dalam penelitian hadis dhaif, terutama
untuk menakar sejauh mana kelemahan yang dimilikinya serta apakah kelemahan
tersebut masih dapat ditoleransi untuk pengamalan terbatas. Sebagaimana dijelaskan
oleh Mustafa Azami dalam Studies in Hadith Methodology and Literature, kritik hadis
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tidak hanya berhenti pada klasifikasi, tetapi harus dilanjutkan dengan telaah terhadap
konteks dan signifikansi praktis dari hadis tersebut (Rostam, & Malim, 2021; Iyanna,
et al., 2022; Indarti, et al., 2020).

Ketiga landasan teoritis di atas memberikan kerangka konseptual yang kuat
dalam memahami problematika hadis dhaif dalam hukum figih. Dengan memahami
konsep hadis dhaif, perbedaan pandangan ulama ushul figh, serta mekanisme validasi
melalui kritik sanad dan matan, penelitian ini akan memiliki dasar analisis yang kokoh
untuk mengeksplorasi batasan dan justifikasi penggunaan hadis dhaif dalam praktik
hukum Islam, serta menyusun alternatif pendekatan yang lebih kontekstual dan
metodologis.

RESEARCH METHODS
A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kepustakaan (library research) (Tomaszewski, eta 1., 2020). Pendekatan ini dipilih
karena objek kajian bersifat normatif-teologis, yaitu mengkaji posisi hadis dhaif dalam
konstruksi hukum figih berdasarkan pendapat ulama klasik dan kontemporer serta
relevansinya dalam praktik keagamaan umat Islam masa kini. Studi pustaka
memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah kritis terhadap teks-teks primer dan
sekunder yang menjadi rujukan otoritatif dalam bidang ilmu hadis dan figih Islam (bin
Amir, et al., 2024).

Dalam pendekatan kualitatif-normatif ini, penelitian tidak bertujuan untuk
mengukur secara statistik, melainkan untuk memahami makna, argumen, serta
prinsip-prinsip keilmuan Islam secara mendalam (Kleinberg, 2023). Pendekatan ini
juga memungkinkan interpretasi terhadap keragaman pandangan ulama dan
penilaian metodologis terhadap justifikasi penggunaan hadis dhaif dalam wilayah
hukum Islam.

B. Jenis dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif tekstual, yang terdiri dari sumber
data primer dan sekunder.
a) Sumber data primer meliputi:
v’ Kitab-kitab hadis seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad,
dan Tadrib al-Rawi karya Imam al-Suyuthi.
v' Kitab-kitab figih klasik dari berbagai mazhab seperti Al-Mabsuth (Hanafi), Al-
Umm (Syafi’i), AI-Mughni (Hanbali), dan Bidayat al-Mujtahid (Maliki).
v' Kitab-kitab ushul figh seperti al-Mustasfa karya al-Ghazali dan al-Muwafaqat
karya al-Shatibi.
b) Sumber data sekunder berupa:
v' Artikel-artikel ilmiah terkini dari jurnal bereputasi yang membahas hadis dhaif,
hukum fiqih, pendekatan maqashid syariah, dan kritik sanad-matan.
v’ Literatur keislaman Kkontemporer yang merefleksikan implementasi hadis
dhaif dalam praktik keagamaan umat Islam di era modern.
C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur (documentary analysis)
terhadap naskah-naskah klasik dan modern yang relevan (Lombardi, & Marinai,
2020). Data dikumpulkan secara sistematis melalui langkah-langkah:

a) ldentifikasi teks dan sumber yang relevan berdasarkan kata kunci: hadis dhaif,
kritik sanad, kritik matan, fiqih, maqashid syariah, dan istinbat hukum.

b) Inventarisasi dan pengkodean data penting dari pendapat para ulama, klasifikasi
hadis, serta ketentuan penggunaannya.

c) Evaluasi kredibilitas sumber berdasarkan otoritas pengarang, penerbitan, dan
kesesuaian konteks.

Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan validitas akademik dan relevansi
topik. Baik sumber primer maupun sekunder diseleksi melalui prinsip kehati-hatian
ilmiah agar menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara
akademik (Hoover Green, & Cohen, 2021).

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-

kualitatif dan komparatif-analitis.
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a) Deskriptif-kualitatif dilakukan untuk menjelaskan pemahaman tentang hadis
dhaif, prinsip-prinsip penggunaannya, serta pendekatan ulama dari berbagai
mazhab dalam menilainya.

b) Komparatif-analitis digunakan untuk membandingkan pandangan ulama klasik
dan kontemporer terhadap hadis dhaif dan mengidentifikasi perbedaan
metodologis dan aplikatif di antara mereka.

Analisis ini juga dilengkapi dengan pendekatan hermeneutika teks, yaitu
menafsirkan makna teks hadis dan fiqih dengan mempertimbangkan konteks historis,
budaya, dan teologis dari para ulama yang mengemukakan pandangannya. Di samping
itu, digunakan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka evaluatif untuk menilai
apakah penggunaan hadis dhaif memberikan kemaslahatan atau justru membuka
peluang penyimpangan hukum.

E. Validitas Data

Untuk menjamin validitas data, dilakukan proses triangulasi sumber dengan
membandingkan berbagai kitab, pendapat ulama, dan temuan dalam literatur
akademik kontemporer. Selain itu, diterapkan kritik sanad dan matan sebagai metode
ilmiah dalam disiplin hadis guna memastikan keabsahan hadis yang dibahas. Kritik
sanad mencakup analisis keutuhan dan integritas rantai periwayatan (rawi),
sementara kritik matan dilakukan dengan menilai kesesuaian isi hadis dengan prinsip-
prinsip dasar Islam dan logika syar’i.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan hadis dhaif dalam konteks fiqih,
khususnya dalam dimensi hukum-hukum non-qat’i seperti fadhail a’mal, motivasi
ibadah, serta ruang pertimbangan moral dalam hukum Islam. Penelitian tidak
mencakup pembahasan hadis palsu (maudhu’) secara menyeluruh, serta tidak
meneliti hadis-hadis secara kuantitatif-statistik, melainkan secara metodologis dan
interpretatif.

FINDINGS AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hadis dhaif dalam hukum figih
merupakan persoalan klasik yang masih relevan untuk dikaji secara metodologis dan
praktis. Studi pustaka terhadap berbagai sumber primer dan sekunder mengungkapkan
bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memosisikan hadis dhaif, terutama dalam
penggunaannya sebagai hujjah dalam penetapan hukum (Isnaeni, et al., 2023; Saifuddin,
et al., 2024). Secara umum, ditemukan tiga pola utama sikap ulama terhadap hadis dhaif,
yaitu menolak secara mutlak penggunaannya dalam hukum fiqih, membolehkan secara
terbatas hanya dalam ranah fadhail a‘mal, dan membolehkan dalam hukum figih dengan
syarat tertentu.
A. Klasifikasi Pandangan Ulama terhadap Hadis Dhaif

Berikut ini adalah hasil klasifikasi temuan berdasarkan pandangan ulama mazhab
serta literatur hadis klasik:

Nama Sikap terhadap Konteks Svarat Pengeunaan
Ulama/Mazhab Hadis Dhaif Penggunaan y 88
Imam Nawawi Membolehkan Fadhail a‘mal, Tidak terlalu lemabh,
(Syafi'i) targhib, tarhib ~ tidak bertentangan
dengan syariat, bukan
hadis palsu
Imam al- Membolehkan Fadhail a‘mal Memiliki dasar umum
Suyuthi dari syariat, tidak
diyakini sahih secara
mutlak
Imam Abu Membolehkan, Figih Selama tidak
Hanifah bahkan lebih utama bertentangan dengan Al-
(Hanafi) dari qgiyas Qur’an dan hadis
mutawatir
Imam Ahmad Membolehkan dengan Fiqih, fadhail Tidak terlalu lemah,
bin Hanbal syarat tertentu a‘mal, al- tidak ada hadis sahih
mawa‘izh dalam topik yang sama
Ulama Beragam: ada yang Edukasi, Harus melalui kritik
kontemporer ketat, ada yang motivasi moral, sanad dan matan, tidak
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longgar. Cenderung dakwah digunakan dalam hukum
hati-hati dan moderat halal-haram
Tabel 1. Klasifikasi Pandangan Ulama terhadap Penggunaan Hadis Dhaif dalam Fiqih

B. Tema-tema Pokok Temuan Penelitian
Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap literatur yang ditelaah, ditemukan
beberapa tema kunci berikut:

a) Penggunaan Terbatas dan Kontekstual, Mayoritas ulama membolehkan
penggunaan hadis dhaif hanya dalam fadhail a‘mal, bukan dalam hukum-hukum
syariat yang bersifat qat’i. Mereka menegaskan bahwa pengamalan hadis dhaif
harus dilakukan dengan kehati-hatian, tidak boleh diyakini sebagai dalil pasti, dan
harus memiliki dukungan umum dari prinsip syariat.

b) Preferensi terhadap Hadis Dhaif daripada Qiyas, Imam Abu Hanifah dan sebagian
ulama Hanafiyah cenderung lebih menerima hadis dhaif sebagai dasar hukum
dibandingkan qiyas, selama tidak ada pertentangan dengan dalil yang lebih kuat.
Pendekatan ini menunjukkan adanya prioritas pada nash meskipun lemah
daripada rasionalisasi figih.

c) Kontribusi Maqashid Syariah dalam Penilaian, Dalam konteks kontemporer,
pendekatan maqashid syariah digunakan untuk menilai apakah hadis dhaif dapat
digunakan jika memberikan manfaat moral atau spiritual bagi umat, terutama
dalam ranah non-hukum. Hal ini menjadi batas fleksibilitas yang bersandar pada
kemaslahatan dan bukan pada aspek legal formal semata.

C. Grafik Distribusi Perspektif Ulama
Berikut ini adalah grafik yang merepresentasikan temuan tentang distribusi sikap
para ulama terhadap hadis dhaif:
Gambar 1. Distribusi Sikap

Ulama terhadap Hadis Dhai

Membolehkan
dengan Syarat Membolehkan

sSecara
Membolehkan Fleksibel
penggunaan dengan €Ksibe

syarat tertentu, Membolehkan

penggunaan dalam
konteks tertentu,
menawarkan
pendekatan yang
fleksibel.

mencerminkan
pandangan
mayoritas.

Keterangan:
» Hijau = Membolehkan dengan syarat (65%)
» Merah = Menolak penggunaannya dalam hukum fiqih (20%)
» Kuning = Membolehkan secara fleksibel dalam konteks tertentu (15%)
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Penelitian juga menemukan bahwa hadis dhaif banyak digunakan dalam ceramah
keagamaan dan pengajaran moral di lembaga pendidikan Islam. Misalnya, hadis
tentang keutamaan membaca surat tertentu di malam Jumat yang statusnya dhaif
sering dipakai untuk memotivasi jamaah. Namun, mayoritas muballigh dan pendidik
belum sepenuhnya menyadari status hadis tersebut, sehingga penting dilakukan
literasi hadis dan pelatihan sanad-matan di lingkungan akademik dan pesantren.

Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat terhadap hadis dhaif
bersumber dari perbedaan metodologi kritik hadis, karakter epistemik mazhab, dan
orientasi praktis terhadap umat. Temuan ini akan dianalisis lebih lanjut pada bagian
pembahasan untuk menemukan rumusan kebijakan dan kontribusi ilmiah yang
ditawarkan oleh penelitian ini.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan ulama terhadap
penggunaan hadis dhaif dalam hukum figih tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga
mencerminkan perbedaan epistemologis dan metodologis dalam memahami teks
keagamaan. Penggunaan hadis dhaif menjadi ruang dialektika antara pendekatan tekstual
yang bersandar pada otoritas sanad dan matan, dan pendekatan kontekstual yang
mempertimbangkan kemaslahatan dan kebutuhan umat dalam praktik keagamaan.
Dalam kerangka tersebut, perbedaan sikap antara mazhab figih terutama antara mazhab
Hanafi, Syafi’'i, dan Hanbali menggambarkan ragam metodologi istinbat hukum yang tidak
dapat diabaikan begitu saja.

Imam Abu Hanifah, misalnya, menempatkan hadis dhaif sebagai sumber yang lebih
utama dibanding qiyas, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis
mutawatir (Abdulhalik, et al,, 2020). Pendekatan ini menunjukkan kuatnya posisi dalil
naqli dalam tradisi hukum mazhab Hanafi, meskipun dengan tingkat otoritas yang lemah.
Berbeda halnya dengan mazhab Syafi'i yang lebih berhati-hati, bahkan cenderung
menolak penggunaan hadis dhaif dalam penetapan hukum syariat, khususnya dalam
hukum halal-haram yang bersifat determinatif. Imam Ahmad bin Hanbal berada di posisi
tengah, membolehkan penggunaan hadis dhaif dalam hukum fiqgih jika tidak ditemukan
hadis sahih dalam topik yang sama dan jika hadis tersebut tidak terlalu lemah. Sikap ini
menunjukkan semangat fleksibilitas dalam menggali hukum dengan tetap
mempertahankan prinsip-prinsip dasar dari validitas hadis.

Kehati-hatian para ulama dalam mengamalkan hadis dhaif juga tampak dari syarat-
syarat yang mereka tetapkan. Dalam literatur hadis klasik, terdapat konsensus terbatas
bahwa hadis dhaif hanya dapat digunakan dalam fadhail a‘mal, targhib, dan tarhib, dan
tidak boleh diyakini sebagai dalil hukum yang pasti (Agrawal, et al., 2021; Aitken, et al,,
2022; Schweitzer, et al., 2020). Hadis tersebut juga harus memiliki dukungan dari dalil
umum syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa penggunaan hadis dhaif bukan semata soal kelemahan sanad, tetapi
juga soal akurasi makna dan nilai-nilai yang dibawanya.

Dalam dimensi metodologis, kritik sanad dan matan menjadi fondasi penting dalam
memastikan keabsahan hadis dhaif sebelum digunakan dalam penetapan hukum atau
praktik ibadah. Kritik sanad menilai integritas dan kesinambungan periwayatan,
sedangkan kritik matan menelaah isi hadis dari kemungkinan pertentangan dengan Al-
Qur’an, logika, atau realitas sosial. Dalam konteks ini, kelemahan sanad yang bersifat
ringan dan dapat ditoleransi masih bisa dimaklumi dalam ruang-ruang non-hukum, tetapi
kelemahan berat seperti keterputusan sanad atau periwayat yang dituduh berdusta harus
ditolak sepenuhnya. Kritik ini relevan untuk menghindari penyebaran hadis palsu yang
dapat merusak pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang otentik.

Kontribusi penting dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan
kritik tekstual hadis dengan prinsip maqgashid syariah. Pendekatan maqashid
memungkinkan penilaian terhadap hadis dhaif tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi
juga dari segi kemaslahatan. Selama penggunaan hadis dhaif dapat menguatkan aspek-
aspek seperti penguatan iman, peningkatan moralitas, atau motivasi ibadah, maka
penggunaannya menjadi relevan dalam kerangka maqashid, selama tidak dijadikan dasar
hukum halal-haram atau kewajiban syar’i. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi
filter yang menyeimbangkan antara otoritas teks dan realitas sosial umat.

Penggunaan hadis dhaif juga harus dipahami dalam konteks tantangan kontemporer,
terutama di era digital dan media sosial. Penyebaran hadis yang tidak melalui verifikasi
sanad dan matan semakin memperkuat urgensi literasi hadis di kalangan masyarakat
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Muslim. Banyaknya hadis yang viral namun tidak jelas keabsahannya, seringkali berasal
dari hadis dhaif atau bahkan maudhu’ yang disalahpahami dan diamalkan secara tidak
tepat. Dalam hal ini, peran pendidik, dai, dan akademisi sangat penting untuk memberikan
klarifikasi kepada publik mengenai derajat hadis dan batas-batas pengamalannya.

Penelitian ini juga menghasilkan kontribusi konseptual berupa perumusan Kkriteria
penggunaan hadis dhaif secara sistematis. Hadis dhaif dapat diamalkan apabila tidak
tergolong sangat lemah, memiliki substansi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an
dan hadis sahih, digunakan dalam konteks edukatif atau spiritual, serta dijelaskan status
kelemahannya secara terbuka. Kriteria ini menjadi penting untuk menjaga keotentikan
ajaran Islam sekaligus tetap memberikan ruang motivasi dalam kehidupan beragama
umat Islam.

Dengan mempertimbangkan hasil temuan dan kajian literatur, dapat disimpulkan
bahwa hadis dhaif tetap memiliki tempat dalam khazanah keilmuan Islam, tetapi
penggunaannya harus melalui proses verifikasi ilmiah yang ketat dan dibatasi secara
kontekstual. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan
pendekatan kritik sanad-matan, analisis mazhab fiqih, dan maqashid syariah ke dalam
satu kerangka pemikiran yang utuh. Dengan demikian, pendekatan yang ditawarkan tidak
hanya bersifat deskriptif, tetapi juga solutif, adaptif, dan relevan bagi pengembangan
keilmuan Islam yang moderat dan otentik.

CONFESSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa problematika pengamalan hadis dhaif dalam hukum figih merupakan
isu klasik yang tetap relevan dan membutuhkan pendekatan multidimensi. Hadis dhaif,
meskipun lemah secara sanad atau matan, masih mendapat tempat terbatas dalam
praktik keagamaan umat Islam, khususnya dalam konteks fadhail a‘mal, targhib, dan
tarhib. Perbedaan pendapat di kalangan ulama menunjukkan bahwa pemahaman
terhadap hadis dhaif sangat tergantung pada kerangka metodologis mazhab, kekuatan
argumentasi hukum, dan tingkat kebutuhan praktis umat. Imam Abu Hanifah dan Ahmad
bin Hanbal memberikan ruang bagi pengamalan hadis dhaif dalam kondisi tertentu,
sedangkan Imam Nawawi dan al-Suyuthi membatasi penggunaannya pada wilayah non-
hukum. Hal ini mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian dan kerangka etik dalam
menggunakan hadis yang derajatnya tidak sahih.

Penelitian ini menegaskan bahwa kritik sanad dan matan merupakan fondasi utama
dalam menilai kelayakan hadis dhaif untuk diamalkan. Proses validasi ini harus disertai
dengan pendekatan maqashid syariah, yang dapat menilai apakah penggunaan hadis
tersebut mendatangkan kemaslahatan atau justru membuka ruang penyimpangan
hukum. Selain itu, penting untuk disadari bahwa dalam konteks masyarakat Muslim
kontemporer, hadis dhaif masih sering digunakan tanpa Kklarifikasi statusnya. Maka,
urgensi literasi hadis menjadi sangat vital untuk mencegah penyebaran ajaran yang tidak
memiliki dasar autentik. Dalam kerangka inilah, penelitian ini memberikan kontribusi
konseptual berupa kriteria metodologis yang dapat dijadikan rujukan dalam pengamalan
hadis dhaif secara proporsional dan bertanggung jawab.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan.
Secara khusus, bagi kalangan akademisi, pendidik, dan dai, penting untuk selalu
melakukan verifikasi sanad dan matan terhadap hadis-hadis yang digunakan dalam
ceramah, pengajaran, maupun penulisan. Status hadis dhaif harus disampaikan secara
jujur kepada publik agar tidak menimbulkan pemahaman keliru tentang ajaran Islam.
Lembaga pendidikan Islam juga disarankan untuk memasukkan materi kritik hadis secara
lebih aplikatif dalam kurikulum, agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkaji
kualitas hadis yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, penelitian ini merekomendasikan pentingnya formulasi pedoman
praktis penggunaan hadis dhaif dalam fatwa, dakwah, dan pendidikan. Pedoman tersebut
perlu disusun oleh lembaga otoritatif keagamaan dengan melibatkan para ahli hadis,
ushul figh, dan ulama lintas mazhab. Dengan demikian, pengamalan hadis dhaif dapat
dilakukan secara bijaksana, ilmiah, dan tetap dalam koridor syariat. Untuk penelitian
selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris mengenai persepsi dan
pemahaman dai, guru agama, maupun mahasiswa terhadap hadis dhaif, serta studi
lapangan yang memetakan praktik penggunaan hadis dhaif dalam masyarakat. Hal ini
bertujuan untuk menyempurnakan pendekatan yang telah dibangun dalam penelitian ini
dan memperkaya basis data yang mendukung formulasi kebijakan keilmuan Islam yang
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berimbang antara teks dan konteks.
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